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The good corporate governance (GCG) for islamic banks nowadays is necessary.in the entire wor/tf.
That'sdue tosignificance ofthe stakeholders'trusttowards islamic banksits self GCG as codes ofmoralisnotin
the contrary with islamicprinciples. But in practice, the GCG could serve as anobligatoryandformal instrumentfor
delivering trahsparantpublic fmancial reports ofthe islamic banks. In its initialgrowth, serious research wori< over
recent decades hasshown that Islamic banking isnot onlyfeasible andviable, itisanefficient andproductive way
•'f fmancial intermediation. But the efficiencyofthe islamic banking enconter much barriers, though it app//e|cf the
GCG forseveralconstraints, suchas corruption culture, double-bookkeeping, andpowerapproach.

Katakunci:goodcorporate governance, perbankansyariah,sistemmoral.

PendahuluanBerdasarkan karya pehelitian yang serius seiama beberapa dekade dalam masa awal pertumbuhannya,
Bank Islam (bank syariah) tidak hanya layak dan patut diterima {feasible and viable) namun juga
merupakan suatu bentuk.lembaga perantara keuangan yang produktif dan efisien (an eWcien and

productive wayoffinancialintermediation) (Iqbal dan Moiyneux, 2005). Kemunculan bank syariah dan lembaga
keuangan Isiam di dunla internasional, dalam waktu 41 tahun sejak sekitar 1970 sangat pesat. Dimulai de'ngan
didirikannya sebuah local saving bank yang beroperasi tanpa bunga di desa MIt Ghamir di tepi sungai Nil Mesir
pada 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An Naggar. Walaupun beberapa tahun, kemudian tutup karena masaiah
manajemen, bank lokal ini telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Isiam pertama di Makkah pada

.tahun 1975. Sebagailindak lanjut dari rekomehdasi konferensi tersebut, duatahun kemudian. didirikanlah Islamic
Developrnent Bank (IDE) yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-Iembaga keuangan Islam di berbagai
negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI, seperti Philipina, Inggris, Australia, Amerika Serika dan
Ru'sia. .

... •Di seluruh dunia sampai pada 1997, telah ada 176 Bank Syariah yang menyebardi berbagai negara
(l,ewis dan Algaoud, 2007). Sampai pada 2001, Bank Islam menyebar sudah lebih dari 70 negara (Lewis dan
Algaoud,.2007), antara lain bisa disebutkan: Australia, Bahama, Kanada, Kepulauan Cayman, Denmark,
Guernsey, Jersey, Luxemburg, Irlandia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, Kepulauan Virginia. Khusus di 3negara,
ylitu Pakistan, Iran, dan Sudan, bank Islam merupakan satu-satunya sistem perbankan di dalam negara tersebut.

Perlu diingat kembali bahwa dalam sejarahnya, perbankan Islam dilahlrkan dari teori bank bebas-b jnga
(interestless banking atau interest-free bank) (Khan, 1994). Teori ini pula yang menjadi pemicu kemunculan
ekonomi syariah hingga sekarang'(Siddiqi, 1997). Kemudian teori pengganti bunga adalah teori bagi hasil (profit-
and-loss sharinglPlS) (Saeed, 2003), yaitu teori bagi hasil yang berasal dari bentuk perjanjian Arab Islam [yang
sudah ada sebelum kenabian dan digunakan kemudian oleh Nabi. Mama bentuk perjanjian Arab Islam itu adalah
mudharabah dan musyarakak. Karena itu, penggantian bunga dengan bagi hasil menjadi falsafah bank slam

167



UNISIA, VOL. XXXIII No. 74 JANUARI 2011

sebagai sistim intermediasi keuangan modern aiternatif (Chapra, 2000). Istilah bagihasil itu sendiri dalam bahasa
[ndoriesia berarti pemberian bagian-bagian darl peroiehan suatu usaha kepada dua mitra usaha atas
keikutsertaan modal dan kerja pengelolaan yang diberikan oleh masiiig-masing pihak. Secara rinci, pengertian
kata hasil menunjuk pada peroiehan atau pendapatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989: 300). Di sana
diterangkanjuga bahwa bagi hasil terjadi dalam lingkup kehldupan pertanlan dan dari Istilah bahasa Indonesia itu,
bagi hasil mengandung pengertian bagi-perolehan [revenue sharing), bagi untung-rugi [profit-and-loss sharing),
Jan bagi untung [profit sharing). Mengenai pendirian bank syariah itu, dapat dibaca dalam buku yang ditulis
Bayyid Abul-A'la al-Maududi seorang Muslim Pakistan (1903-1979), Sayyid Qutb seorang Muslim Mesir
(1906-1966), dan Muhammad Baqir al-Sadr seorang Muslim Irak (1931-1980), Qureshi (1946-1991), Shiddiqi
(\948);Ahmad (1952), dan Al-Maududi (1950) dan Chapra (2000).

• Di tengah perkembangan bank syariah yang pesat itu, kesimpulan dalam penelitian sejarah bank Islam
b^hwa bank syariah juga merupakan suatu bentuk lembaga perantara keuangan yang produktif dan effisien [an
efficient and productive way of financial intermediation) menjadi diragukan. Terutama terkait dengan efislensi,
bank, syariah sebagaimana bank konvensional punya kemungkinan dapat mengalami masalah likuiditas,
kebangkrutan, persoalan agensi dan masalah lainnya. Oleh karena itu, bank syariah juga dihadapkan pada'
kebutuhan untuk menerapkan Good Corporate Governance (GOG). Ada harapan supaya bank-bank syariah
tampil sebagai "lembaga keuangan modern yang menjadi teladan dan terpercaya." Karena pelaksanaan GOG
merupakan tuntutan bagi semua lembaga keuangan publik di seluruh dunia. Di samping itu, tuntutan itu lahir dari
kesamaan nilai yang melekat antara pada GOG dan kesyariahan dalam perbankan syariah. Sebuah studi
penelitian tentang pelaksanaan Corporafe Governance yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah di berbagai
negara menunjukkan pelaksanaan good corporate governance belum terlaksana dengan balk. Penerapan good
corporate governance terbukti dapat menihgkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kegagalan
dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85% (Chapra dan Ahmed,
2002).

. Di Indonesia, GCG juga bagian dari "cetak biru" dalam pengembangan perbankan syariah dl Indonesia
oleh Bank Indonesia, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKl)
maupun international best practices yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah internasional,
seperti IFSB [Islamic FinancialServices Board), AAOIFI dan IIFM. Jadi GCG telah menjadi isu internasional dalam
pengembangan perbankan syariah.

Ketika bank syariah dapat berkembang luas secara internasional, maka apa sebenarnya yang
menjadikari GCG penting bagi perbankan syariah? Apakah sistem moral syariah yang telah digunakan perbankan
syariah tidak memadai dalam pengembangan"perbankan syariah ke depan? Pertanyaan-pertanyaan di atas
sangat penting untuk dijawab supaya ada pemahaman yang utuh mengenai sejarah perkembangan bank Islam
balk dalam segi kelebihan maupun kekurangannya. Sebab ada kenyataan lain bahwa sejarah kebutuhan
penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah muncul di dunia pengetahuan dan praktik ekonomi Barat
sebelum ekonomi syariah berfikir tentang itu. Sementara kenyataannya, bank syariah sekarang ini dan kedepan

.di seluruh dunia dituntut menggunakan konsep GCG [GoodCorporate Governance).

PerbankanSyariahdi Indonesia

Sejarah ekonomi syariah adalah sejarah hubungan subordinasi kekuasaan dengan masyarakat Muslim.
Ekonomi Islam di Indonesia lahir karena adanya dukungan pemerintah yang sedang berkuasa terhadap
sekelompok Muslim yang menjadi penggiat ekonomi syariah pada tahun 1992, sehingga berdirilah Bank
Muarrialat Indonesia (BMI). Ada kesimpulan ini, karena tiga puluhan (30-an) tahun sebelum itu, sudah ada
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pemikiran dan karya dari tokoh ekonomi muslim dan ulama Indonesia yang punya pandangan dan pendirlan) ang
tidak sependapat dengan isu dunia muslim tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah. Namun pada
prinsipnya, mereka mengakui keharaman riba sifatnya mutiak karena merupakan "ajaran syariah." Akan tetapi
mereka tidakmengharamkan bunga bank yang normal, karena hai itu bukan termasuk perbuatan riba. Antara lain
mereka yahg berpandahgan demikian adaiah Hasan (1975), Prawiranegara (1988) dan Hatta (1958).

Bank syariah di Indonesia muncul pada 1992, tepatnya di masa Orde Baru, diawaii dengan berdirinya
Bank Muamaiat Indonesia (BMl) di maha Soeharto memiiiki saham yang cukup besar serta Bank-bank
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boieh dibilang agak
iambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum jang
mendukung sistem operasiona! bank syariah kecuaii UU No. 7Tahun 1992 dan PPNo. 72Tahun 1992.

Berdasarkan UU No." 7 Tahun 1992, banksyariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Seiebihnya bank
syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional-. Karenanya manajemen
bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang "disyariatkan" deijigan
yariasi produk yang terbatas. Akibatnya, tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada
tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional. Seteiah BMl berdiri pada tahun 1992, kemudian
berdiriiah Bank Syariah Mandiri (BSM), BNi Syariah, Bank IFi Syariah, dan Bank Mega Syariah. Berikutldata
statistik perkembangan BankSyariah perMaret 2011:

label 1: Data Perkembangan Bank Syariah per Maret 2011:
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Sumber: Statistik Perbankan Syariah [Islamic Banking Statistics) September 2011, Bank Indonesia
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Berdasarkan data di atas, perkembangan perbankan syariah dan BMT sangat pesat di Indonesia.
Sehingga kedua lembaga tersebut memerlukan disiplln manajemen keuangan syariah. Saat ini, manajemen
keuangan syariah makin dikenal oleh masyarakat Indonesia, mungkin fenomena ini muncui seiring dengan
kesadaran masyarakat akan kebutuhan penerapan syariah dalam kegiatan keuangan atau tergerak dengan
maraknya pertumbuhari perbankan syariah.

Sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, terlepas dari berbagai variasi
pemikiran dan praktik keagamaan yang ada, indonesia memiliki sejarah panjang yang menentukan arah maju
rhundurnya kehldupan kebangsaan. Beberapa catatan sejarah bangsa ini muiai dari masa koloniai sampai
sekarang, menunjukkan bahwa pilihan penjajahan balk secara militeristik maupun koionialisasi pemikiran dan
kebudayaan mengarah pada dan mengincar penggalian potensi ekonomi yang dimiiiki negara ini. Fakta
terbanyak jugamenunjukkan bahwa kekuatan militer pun mengontroi kehidupan ekonomi melalui pengendaliah
pasardan perusahaan-perusahaan besaryang adadi Indonesia.

Tetapi menurut pandangan pengkaji ekonomi syariah di perguruan tinggi, perkembangan lembaga
ekonomi dan keuangan syariah ini. tidak dibarengi dengan ketersediaan suniber daya manusia dari alumni
perguruan tinggi yang telah meluluskan sarjana ekonomi Islam. Dapat dipahami bahwa sumberdaya manusia
yang memiliki integritas, kualitas, dan kompetensi dalam lembaga ekonomi dan keuangan syariah ini masih
sahgat terbatas. Bahkan, saat ini rekrutmen tenaga kerja di lembaga ekonomi dan keuangan syariah terasa
sangatdilematis. Lembaga-iembaga pendidikan yang ada, Fakultas Ekonomi di Perguruan Tinggi Umum {RID)
danMuamalah di Perguruan TinggiAgama Islam (PTAI), tidak cukup mampu dalam memenuhi kebutuhan tenaga

,kerja di lembaga keuangan syariah, Namun kritik ini bernuansa "politlk" danmerupakan "otokritik" terhadap dalih
bank syariah dan akademisi syariah yang berpandangan bahwa faktor penghambat perkembangan keuangan
syariah di Indonesia adalah sosialisasi ekonomi syariah oleh kalangan Muslim yang sangatkurang. Bernuansa
"politlk", karena ada. motif supaya alumni PTAI dengan bidang studi ekonomi syariah diterlma di Bank atau
berbagai lapisan masyarakat yang mempraktekkan keuangan syariah. Prbduk Fakultas Ekonomi di PTU
umurtinya paham tentang manajemen ekonomi dan keuangan, tetapi tidak banyak memahami mengenai syariah
[Fiqh al-Mu'amalah/FMh Mu'amalah). Sedangkan produkjurusan Muamalah dl PTAI, umumnya paham Syariah
{Fiqh al-Mu'amaiah/FM\ Mu'amalah), tetapj kurang memahami tentang ekonomi dan keuangan.

Di samping itu. juga bersifat "otokritik", karena usulan di atas disampaikan oleh akademisi ekonomi
syariah sebagai kritik bahwa dalih itu masih saja ditegaskan atas keadaan situasi masyarakat yang telah
berinteraksi-dengan ekonomi syariah. Biasanya dalih mereka akan ditambahi bahwa perkembangan ekonomi
syariah di Indonesia bahkan di dunia, masih sangat muda dibanding ekonomi konvensional dengan bank
kpnvensionalnya. Mereka tidak berfikir bahwa ada kerapuhan dan kelemahan mendasar dalam pengetahuan dan
aplikasi ekonomi syariah.

Dalam perkembangan perbankan syariah hingga sekarang, ada beberapa hambatan yang yang muncui
dari realltas perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Pertama, tingkat pemahaman dan
pengetahuan umat tentang bank syariah masih sangatrendah. Kedua, belum adagerakan bersama dalam skala

.besar untuk mempromosikan bank syariah khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Ketiga,
terbatasriya pakar dan SDM ekonomi syariah. Keempat, peran pemerintah masih" kecil dalam mendukung dan
mengembangkan ekonomi syariah. Kelima, peran ulama, ustaz, dan da'i rnasih relatif kecil. Keenam, peran
akademisi di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam belum optimal. Ketujuh, peran ormas Islam juga
belum optimal dalam membantu dan mendukung gerakan lembaga keuangan syariah. Kedefapan, anggapan dan
si'kapmasyarakatyang telah berinteraksi dengan sistim ekonomi syariah bahwa fungsl lembaga ekonomi syariah
sama halnya dengan fungsi lembaga-iembaga keuangan yang lain. Artinya preferensi-masyarakat terhadap
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iembaga keuangan syariah dalam masyarakat muslim merupakan persoalan yang tak terhindarkan. Preferensi itu
adalah realitas sesudah sosialisasi ekonomi syariah selama 20-an tahun dan setelah dilahirkannya para sarjana
ekonomi syariah balk dari Perguruan Tinggi Islam maupun darl Perguruan Tlng'gl Umum (Minhajl, 2008).
Preferensi Inl juga merupakan "konsekuensi logis selring dengan IdeologI ekonomi syariah bahwa Iembaga

•keuangan syariah didlrikan supaya berlaku secara umum dan tidak hanya untuk kalangan Muslim.

GCG bagiPerbankan Syariah dan Penerapannya

Pengertlan Good -Corporate Governance (GCG) menurut World Bank, adalah kumpulan hu
peraturan, dan kaidah-kaldah yang wajib dipenuhl yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusa
bekefja secara eflsien, menghasilkah nilal ekonomi jangka panjang yang berkeslnambungan bagi 'para

. pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dari hasll Workshop GCG di Kantor Meneg

. PM BUMN Desember 1999, dlriimuskan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berkaitan dengan
pengambllan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilal, sistem, proses bisnis,
kebljakan, dan struktur organlsasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan
perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan resiko secara leblh eflsien dan efektif serta pertanggungjawaban
perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Periu diingatkan di sini, bahwa gagasan GCG

. muncul karena terancamnya kepehtlngan pemlllk saham sebagal akibat kemelut agencyproblem, yaltu masalah
pemisahan kepemlllkan dan pengelolaan perusahaan (BasrI dan Munandar, 2009). Banyak perusahaan besar
dijalankan oleh para profeslonal yang tidak memlliki atau memlllkl sedikit saham perusahaan yang bersangkutan.
Pemisahan Inl membuat manajer merasa tidak memlliki perusahaan yang kemudian melakukan moral hazard
untuk bertindak tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham akan tetapl bertlndak atas kepentlngan
sendiri. Di samping itu, isu GCG tidak bisa dllepaskan dari isu Goodand Clean Government j

Dalam pandangan teoritlsl Barat, adadua kelompok pandangan mengenai tujuan GCG. MenurutAnglo
-American, GCG menltikberatkan pada maksimaiisasi nilal pemegang saham {maximization ofshareholdervalue).
.'Sehlngga tujuan maksimaiisasi nilal pemegang saham berbenturan dengan kepentlngan-kepentlngan pihak-
plhak lain yang berkaitan {stakeholders yang Iain). Karena itu, kepentingan stakeholders yang lain Harus
diabalkan. Kelompok kedua adalah pandangan Franco-German yang menempatkan titik tekan yang sama
setldaknya dalam teori, secara berkebalikan, yaltu dengan cara mellndungi kepentingan stakeholders
Namun demiklan, ada keraguan apakah tata kelola perusahaan dl Amerika pada praktlknya selaras dengan
kepentingan para pemegang saham sebagalmana tercermin dalam teorlnya dan apakah pandangan Franco-
German sebenarnya melindungikepentlngan stakeholdersyang lain sebagalmana banyak dinyatakan.

,, / Kontroversi itu menlmbukan pertanyaan apakah mungkin ada keraguan dalam sistem nilal Islam
mengenai perllndungan secarasamaterhadap hak semua stakeholders, terlepas dari apakah semua pihak yang
terkait memlllkl kesamaan atau tidak. Dalam sistem nilal yang memberlkan priorltas makslmum kepada
pelaksanaan keadilan {justice) dan kewajaran {fairness), maka tidak ada pertanyaan mengenai perllndungan
terhadap kepentingan semua plhak dengan carayang adil atausama. Namun demiklan, hasil survel kami tidak
rhenunjukkan bahwa bank Islam telah dapat merealisasikan prinsip itu sedemikian jauh. Hal inl mungkin
dikarenakan pentingnya perllndungan terhadap semua kepentingan tidak sepenuhnya disadaii danjugakarena
tugas itu bukanlah sullt. Sekallpun begitu, harus dllakukan upaya yang Ikhlas dan dengan pemahaman yang bjalk.

•Menurut Wolfensohn, Presiden Bank Dunia (World Bank President) menegaskan tujuan corporate
pvernance adalah untuk menunjukkan "kejujuran {fairness), kejelasan {transparency) dan pertanggungjawaban
{accountability)" (Chap'ra dan Ahmed, 2002). Pengertlan Inl menjelaskan bahwa tujuan GCG adalah meyakipkan
kejujuran {fairness) kepadasemua pemangku kepentingan {stakeholders) yang dapat dlwujudkan dengan
melaksanakan kejelasan {transparency) dan pertanggungjawaban {accountability) dengan lebih jelas.

<um,

laan

cara
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Pandangan atau aliran Anglo-American terkait dengan Good Corporate Governance, adalah aliran
yang . paling-sesuai dengan keuangan Islam (El-Gamal, 2005). Kebanyakan negara yang mengalami
pertumbuhan sektor keuangan Islam tercepat (terkecuali Iran dan Sudan) sebelumnya di bawah pengawasan
pemerintah Inggrls, dan kemudian mempunyai hubungan yang kuat dengan bank serta peaisahaan pemerintah
InggrisdanAmerika.

• Pemangku kepentingan yang paling penting dalam keuangan islam adalah Islam Itu sendlrl. Jika bank
tidak bisamelakukan dengan balk, maka pihak-plhak yang memandang sistem Islam berada dl luar dunia modem
mungkin akan berupaya menyalahkan Islam karena kekurangan prestasi perwujudan bank-bank Itu, sekallpun
Islam tidak berkaltan dengan kurangnya penampllan Itu. Masalah pemegang saham dlterima tanpa perbedaan.
Akan tetapipara penabung [depositors) yang kepentlngannya' tertahankan, umurVinya tidak mendapat perhatlan
dalam pandangan Anglo-American dan Franco-German tentang GCG dalam perbankan konvensional. Hal inl
karena semua titlpan itu dijamin dan lingkat Imbalan diketahui sebelumnya.

Corporate Governance adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan,
dengan tujuan akhir menlngkatkan nllai/keuntungan pemegang saham [shareholders) dengan sedapat mungkin
memerhatlkan kepentingan semua pihak yang terkait (stakeholders) (BasrI dan Munandar, 2009). Penerapan
Good Corporate Governance harus dimulal: Pertama, pembenahan struktur dan sistem pengelolaan melalui
pemberdayaan organ-organ perusahaan Itu sendlrl, yaltu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komlsarls,
dan DIrektur. 'Kedua, upaya perusahaan supaya dapat mengakomodasikan kepentlngan-kepentingan
stakeholders yang mencakup dua kelompok, yaltu primary stakeholders [stakeholders utama) dan secondary
stakeholders [stakeholders kedua) (BasrI dan Munandar, 2009). Stakeholders Utama terdiri dari para pemegang
saham dan Investor, karyawan dan manajer, pelanggan, pemasok dan rekanan bisnis serta masyarakat
setempat. Sedangkan Stakeholders Kedua terdlrl darl pemerintah, masyarakat umum khususnya yang berkaltan
dengan perusahaan, instltusi umum, lembaga swadaya masyarakat [NGO), media, akademisi, kelompok asosiasi
bIsnIs dan pesaing (Basri dan Munandar, 2009). Dengan demlklan, masalah GCG bukan hanya masalah
peningkatan laba perusahaan, nllal saham dl bursa, dan memberlkan devlden yang sebesar-besarnya kepada
"shareholders namun juga masalah bagalmana perusahaan dapat berkontrlbusi posltif dan membina hubungan
balk dengan parasfa/ceho/c/ers.

- . Perlu dicatat bahwa sejarah perlunya tata kelola perusahaan yang balk (GCG) bagi perusahaan
termasuk perbankan di Indonesia adalah karena perusahaan yang paling besar, berada di bawah pemerintahan
danpemerintahan padadasarnya adalah perusahaan besaryang harus dikelola dengan baik. Krisis perbankan di
Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diaklbatkan oleh krIsIs ekonomi, tetapl juga
diaklbatkan oleh belum dllaksanakannya good corporate governance dan etika yang melandasinya. Menurut
Faisal BasrI, krlsIs ekonomi Indonesia sejak bulan juli 1997 pada dasarnya disebabkan oleh kemelut utang jangka
pendek perusahaan-perusahaan swasta besar yang lantas mengakibatkan guncangan pada kurs mata uang dan
selanjutnya berdampak pada Instabilltas perekonomlan (BasrI dan Munandar, 2009). Hal Inl juga karena
pengelolaan perbankan yang tidak memperhatlkan kepentingan shareholders danstakeholders.

' Oleh karena Itu, usaha restrukturisasi dan rekapitalisasi yang bertujuan mengemballkan kepercayaan
kepada cfunla perbankan Indonesia baru dapatmempunyai dampak jangka panjang dan mendasar, jika disertal
tiga tiridakan penting lain yaltu: (1) ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (2) pelaksanaan good corporate
governance', dan(3) pengawasan yang efektifdari Otoritas Pengawas Bank.

Pelaksanaan good corporate governance (GCG) sangat diperiukan untuk membangun kepercayaan
.masyarakat dandunia Intemaslonal sebagai syarat mutlak bagI dunIa perbankan untuk berkembang dengan balk
dan sehat. Sehlngga Bank for International Settlement (BIS) sebagai lembaga yang mengkajl terus menerus
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prinsip kehati-hatian yangharus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG
bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkari pula oleh lembaga-lembaga
internasional lainnya. Berdasarkan pertlmbangan di atas dan tingginya tingkat kompleksitas serta risiko b
perbarikan, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance memandang perlu untuk mengeluarkan Pedo
Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (Indonesian Banking Sector Code) sebagai pelengkap
bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum GCG. Perbankan dalam pedoman ini meliputi bank umum dan
yang dijalankan secara konvensional maupun syariah.

Sebagai lembaga intermediasi dan iembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya
bank harus menganut prinsip-keterbukaan (transparency), memiliki ukurah kinerja dari semua jajaran bank
berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan strategi bank sebagai
pencerminan. akuntabilitas bank (accotinfab/7/fy), berpegang pada prudential banking practices dan menjamin
dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (responsMfy), objektifdan bebas
dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (independency), serta senantiasa memperha ikan
kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (fairness).

Jelasnya, GCG ditegakkan di atas prinsip-prinsip manajemen perusahaah. Ada banyak versi pendapat
mengenai jumlah prinsip manajemen perusahaan itu. Namun di sini dijelaskan pendapat yang mudah diikuti, yaitu
'jahwa GCG ditegakkan dengan lima prinsip utama yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accotynfab///fy), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency) serta kewajaran (fairness), yang
diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pengaturan
dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari "top management' dan "seluruh jajaran organisasi."
Pelaksanaannyadimulai dari penetapah kebijakan dasar (strategicpolicy) dan kode etikyang harus dipatuhroleh"
semua pihak dalam perusahaari. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan
dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

Keterbukaan (Transparency)

f,' Bank harus mengungkapkan informasi secara tepatwaktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandin'gkan
•̂ serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.

2. Inforfnasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi,
• sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi perigurus, pemegang

saham pengendalian, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk management), sistem
' • pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting

. yang dapatmempengaruhi kondisi bank.

i Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia
; •bank sesuai dengan peraturan perundang-undangah yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

f . . '

4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders dan
yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Akuntabilitas (Accou/itab///ty)

1. Bank harus menetapkan tariggung jawab yang jelas dari masing-masihg organ organisasi yang selaras
dengan visi, misi, sasaranusahadan strategi perusahaan.

2,. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuaidengan tanggung
jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

snis

nan

dan
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3. Bank harus memastikan terdapatnya checkandbalancesystem dalam pengelolaan bank.

4. Bank hams memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati
konsisten dengan nilai perusahaan {corporate values), sasaran usaha dan strategl bank serta memiliki
rewardsandpunishment system.

TanggungJawab (Responsibility)

1. Untuk menjaga keiangsungan usahahya, bank harus berpegang pada prlnsip kehati-hatian {prudential
bankingpractices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yangberJaku.

2. Bank.harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik)-termasuk peduli terhadap
lingkungandanmelaksanakantanggungJawabsosiai.lndependensi(/ncfepe/ic/e/icy)

1, Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oieh stakeholder manapun dan tidak
terpengaruh oieh kepentingan sepihak sertabebasdari benturan kepentingan {cdnfllctoflnteresf).

2. Bankdalam mengambii keputusan harus obyektifdan bebasdari segala tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (Fairness)

'1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan
kewajaran (equaltreatment).

2, Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan
' menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai aksesterhadap informasi sesuai dengan
. prlnsip keterbukaan.

. Dalam ajaran Islam, poin-poin tersebutmenjadi prlnsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang
rtiuslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prlnsip keadilan, tawazun (keseimbangan), mas'uliyah
(akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan),
tsbligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), ihsan

^profesional), wasatan (kewajaran), ghirah (militansi syariah), Ijarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan),
aqidah (keimanan), ijabiyah (berflkir positif), raqabah (pengawasan), qira'ah dan islah (organisasi yang.tems
belajar dan selalu melakukan perbaikan). Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa islam jauh
mendahului kelahiran GCG {Good Coorporate Governance) yang menjadi acuan bagi tata keloia perusahaan
yang balk di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan
syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan
permainan dan bestpractice yang berlaku.

Praktekmora//)azarc/sudah menjadi kebiasaan di lembaga-lembaga perbankan. Kita sering mendengar
berita korupsi di berbagai lembaga perb'ankan, baik bank BUMN maupun bank swasta. Berbagai kejadian kompsi
tersebut, harus menjadi perhatian serius bagi para stakeholdersbank syariah, baik pemilik/ pemegang saham,
komisaris, direksi, karyawan (km,) Dewan Pengawas Syariah, nasabah dan para akademisi ekonomi syariah
lainnya.

Di masa depan, kemungkinan terjadinya korupsi dan penyimpangan di bank syariah merupakan hal
tidak mustahii, meskipun di situ ada Dewan Pengawas Syariah, karena para pelakunya bukan malaikat. Apaiagi
sekarang ini perbankan syariah semakin banyak, makapara bankir syariahpunsemakin bertambah banyakpula.
Sehubungan dengan itu parajajaran eksekutif dan pejabat bank, bahkan termasuk komisaris harusekstra hati-
hati dalam mengelola lembaga perbankan syariah yang selalu dinilai "suci", karena berasal dari prlnsip ilahiyah.
Hams dimaklumi, bahwa simbol agama tidak menjamin sebuah lembaga menjadi bersih dari perilaku korupsi.
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Karena oknum seringkali tergoda oleh harta dunia. Departemen Agama misalnya saat ini sedang diincar oleh tim
BPK sehubungan dengan dugaan adanya penyimpangan di bidang urusan haji. Sebelum terjadinya kasusyang
bisa mencoreng lembaga syariah; maka sejak dini periu diingatkan kepada pihak-pihakterkait agar berkomit'men
menjauhi setiap penyimpangan dibanksyariah.

.. Jadi konsep Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang balk/ GCG) sangat terkait
dengan konsep Good andClean Government (pemeriritahan yang balk dan bersih). Dalam ha! good andclean
goverhrnent, ada tiga hal pokok yang urgen untuk menciptakan good and clean government, yaltu (1)
pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme); (2) disiplin anggaran dan penghapusan dananonbudgeter,
dan (3) peningkatan fungsi pengawasan. Karena keberadaan perusahaan-perusahaan besaryang menentilikan

.kemajuan ekonomi Indonesia adalah milik negara Indonesia dalam bentuk BUMN. Jadi Good Corporate
Governance sangatterkait dengan konsep Goodand C/ean Govemmen/,

Dalam konteks ini, Dhani Gunawan, peneliti senior Bank Indonesia, menyatakan bahwa korupsi di
lembaga perbankan padaumumnya dapat menjelma daiam tiga bentuk. Perfama, bentuk langsung; kedua, tidak
.langsung dan ketiga, samar-samar (fuzzy). Bentuk korupsi langsung adalah pencurian uang pada bank joleh
oknum individu atau kelompok dengan cara'memanipulasi laporan keuangan, manipulasi dokumen dana bank
ataudananasabah,jugabisadalam bentuk me-markup pembelian barang atauinventaris.

^ • Korupsi tidak langsung dapat benA^ujud dalam nepotisme tender barang atau jasa kepada sanak
keluarga, sehingga bank dapat menjadi rugi, karena kualitas barang/jasa yang rendah. Atau oknum bankir
mendapat komisi, atausuccess feedari rekanan bank yang tidak dibukukan sebagai laba bank. Dana yang tak
dibukukan ini dilstilahkan dengan "dana taktis". Keberadaan dana taktis ini merupakan bibit awal korupsi, bibit

. nwal rekayasa giant mark-up, karena danataktis itu berasal dari anggaran bank yang kemudian berubah menjadi
danakepentlngan pribadi atauoknum.

i' . Bentuk korupsi lainnya iaiah seperti nepotisme penyaluran kredit yang mengurangi potensi pendapatan
bank, nepotisme penerimaan pegawai atau promosi pegawai. Hal in! dapatmenzalimi orang lain yang leblh balk,
berkualitas'dan lebih berhak. Sedangkan korupsi samar-samar merupakan bentuk yang paling potensial sering
_terjadi, karena berada di area abu-abu yang mudah disejnbunyikan, .seperti komisaris atau direksi jang
mpnggunakan mobil dinas mewah yang kemudian setelah penyusutan lalu dibeli menjadi miliknya dengan harga
di ^bawah pasar. Contoh berikutnya adalah menggunakan fasilitas asuransi jabatan yang berlebihan,
,nieridapatkan bonus yang melebihi batas kewajaran, mendapatkan pendapatan tambahan yang ditutupi dengan
label success fee, ataupegawai yang sering mangkir dari tugasdengan berbagai alasan.

/ Serfiua bentuk korupsi, baik langsung, tidak langsung maupun samar-samar adalah korupsi yang harus
diberantas dengan aturan GCG (Good Corporate Governance) yang jelas. Karena itu, lembaga pengawa'san,
lembaga audit, dan masyarakat, harus tetap kritis terhadap bank syariah. Jangan terpana dengan label sya'riah,
karena bisa saja lembaga memakai label syariah tetapi prakteknya tidak sepenuhnya syariah. Dalam korlteks
peherapan GCG di bank syariah, para bankirsyariah, harus benar-benarmerujuk,kepada prinslp-prinsipdan nilai-
nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah.diterapkan oleh Rasulullah. Kaiau tidak, jangan menjadi praktisi bankir
syariah karena dikhawatirkan mereka hanya akan merusak citra "kesucian" syariah di masa yang akan datang;

Nabi Muhammad adalah pelopor penegakan moral dalam-setiap aspek kehidupan. la bersabda,
,"?esuhgguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhiak". Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diaja'rkan
dan dilakukan Nabi Muhammad Saw tersebut sangat identik dengan spirit GCG yang dikembangkan saat ini,
P,emikian pula konsep ekonomi syariah yang melandasi praktik perbankan syariah sudah memuat sekumplulan
rppral yang lengkap, namun kumpulan moral itu belum disusun secara sistematis dan menurut prioritas
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kepentingan lembaga keuangan. Dalam ha! ini, pengetahuan dan lembaga Barat telah menghasilkan rumusan
terlebih dahUlu. Sikap kita dalam ha! ini menggunakan konsep GCG Barat tentu saja yang dapat mepdukung
kehandalan lembaga perbankan syariah. Karena GCG sebenarnya sekumpulan etika yang sifatnya universal dan
tldak bertentangan dehgan Islam atau Syariah.

Dengan demikian, perlu ditegaskan di sin! bahwa perbedaan GOG syariah dan konvensional terletak
pada kebutuhan akan syariah compliance yaitu kepatuhan pada prinsip-sprinsip syariah untuk perbankan.
Sedangkan prinsip-prinsip transparansi.'kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang
juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Perbedaan GCG perbankan konvensional dengan GCG
perbankan syariah adalah kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam hal produk,
instrumen, pelaksanaan, manajemen, mekanisme, sistem pengawasan dan Iain-Iain. Kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip syariah merupakan sokoguru bagi perbankan dan keuangan Islam. Penyimpangan dan aspek

-positifdariteorinya.

Konsepsi good corporate governance menggarisbawahi pengutamaan etika dan moral dalam
kehidupan bisnis dan perusahaan (Basri dan Munandar, 2009). Kesan klise lebih kental menglngat sudah puluhan
tahun negeri kita bertengger sebagai negara paling korup bersama-sama dengan Bangladesh di Asia dan negara-
negara miskln di Afrlka. Banyak kalangan mengatakan bahwa korupsi dan kesewenangan perusahaan (lewat
kolusi dengan aparat korup) di negeri ini sudah menjadi "budaya" bangsa, endemlk, slstemik, dan mengakar,
sehlngga.sulit diberantas. Setiap urusan sudah hampir bisa dipastikan harus diselesaikan dengan membayar
uang sogokan atau pelicin atau seribu-satu istilah lainnya. Pembayaran tersebut sudah dianggap lumrah. Pihak
pemberi maupun penerima uang haram ini tidak lagl menganggap perbuatannya'sebagai tindakan yang salah,
apalagi dosa. Jangankan yang abu-abu, yang hitam pun sudah berubah warna menjadi "putih".

Indonesia adalah negara yang termasuk paling rendah skornya dan terburuk di kawasan Asia atau dl
dunia sekalipun dalam hal pelaksanaan good corporate governance (Basri dan Munandar, 2009). Kesimpulan Ini
didasarkan pada penelitlan PERC {Political and Economic Risk Consultant) yaiig berbasis di Hongkong tahun
2000 dan 2001; riset McKensey dkk mengenai pelaksanaan good corporate governance di enam negara Asia,
yaitu Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Indonesia; penelitian Bank Dunia dan penelltian
Asian Development Bank pada 2003 dan 2008;' penelitian Indonesian Institute for Corporation Governance
(l'ICG): dan penelitian Komisi Pernberantasan Korupsi (KPK) pada 2006. Pada penelitian Bank Dunia dan Asian
Development Bank, dlnyatakan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia juga dlsebabkan karena kegagalan dalam
.pelaksanaan good corporate governance dl Indonesia. Indlkasinya adalah konsentrasi kepemilikan perusahaan
yang tinggi (mencapai 57-65%), supervisi yang dilakukan dewan komisaris tidak efektif, prosedur pengawasan
perusahaan yang tidak transparan dan tidak efisien, peranan sumber pembiayaan eksternal yang sangat
dominan yaitu utang yang diberikan bank dan pengawasan yang minim dari pemberi dana eksternal tersebut.

Sedangkan penelitian Indonesian Institute for Corporation Governance (IICG) menyimpulkan bahwa
dari penelitian terhadap 49 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, ada tujuh kesimpulan yang jeias: (1)
pelaksanaan good corporate governance 61 Indonesia masih sekedar menuruti aturan baru sehingga serba ala
kadarnya dan tidak sungguh-sungguh; (2) belum tegas dan belum menyeluruhnya aturan-aturan pelaksanaan
good corporate governance itu sendiri; (3) rendahnya pemenuhan hak-hak pemegang saham khususnya
pemegang saham minoritas; (4) d.ewan komisaris belum efektif menjalankan fungsinya; (5) pengawasan kinerja
dfreksi. lemah; (6) laporan tahunan belum memberlkan informasi yang memadai bagi para stakeholders untuk
mengetahui lebih jauh tentang kegiatan perusahaan, laporan keuangan dan informasi lain untuk pengambilan
suatu keputusan; dan (7) perhatlan terhadap stakeholders yang terdiri dari investor, otoritas bursa, karyawan,
dan masyarakat sudah cukup balk dilihat dari dibentuknya corporate secretary (sekretaris perusahaan) dan
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pelaksanaan. community development program. Dalam penelitian KPK pada 2006, skor agregat corporate
governance terburuk ternyata terjadi pada perusahaan "plat merah" di Indonesia, yakni BUMN dan BUMD. I'ebih
jelasnya, tolok ukur corporate governance ya'ng digunakah KPK adalah lima tolak ukur good corporate
governance yang berlaku universal yaitu berup'a independensi, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan
responsibilitas.-

' _ Ada beberapa syarat yang menimbulkan iklim yang mendukung pelaksanaan good corporate
governance di Indonesia (Basri dan Munandar, 2009), yaitu: (1) memperbaiki undang-undang dan'peratilran-

•peraturan lain mulai dari Undang-rUndang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal sampai dengan
Undang-U'ndang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu; (2) mensosialisasikan pentingnya penerapan good
corporate governance karena akan menguntungkan perusahaan sekaligus pihak-pihak yang berkepentingan
(sfa/re/io/c/ers): (3) menciptakan persaingan'yang sehat sehingga perusahaan dihadapkan padakondisi di mana
harus -berbuat yang terbaik dari pesaing-pesaingnya dan mendapatkan kesetiaan atau kepercayaan Idari
stakeholders; dan (4) membuat'atau memperbaiki semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya
yang mengarahkan bahkan kaiau perlu memaksa perusahaan-perusahaan menerapkan prinsip-prinsip good
cSrporate'governance.

Krisis keuangan yang banyak terjadi bukan saja dikarenakan ketidakmampuan manajemen menjaga
iikuiditas, solvability, return, akan tetapi juga akuntabilitas melalui analisis risiko internal dan sistim kontrol yang
kurang memadai (Ryndiastuti, 2011). Untuk itu diperlukari regulasi dan pengawasan agar para pelaku lemtaga
keuangan lebih berhati-hati dalam sistem keuangan. Pelaksanaan Good corporate governance bukan hanya
kewajiban bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan. Akan tkapi

•Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi, BMT yang memiliki core bisnis yang sama, juga seharusnya
"Inelaksariakaan corporate governancedengan balk.

, Peranan BMT atau kpperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro sangat strategis dalam upaya
pengembangan ekonomi umat dalam skala kecil dan menengah. Gerak bank syariah yang terbatas di mana tidak
menjangkau pada nasabah kecll karena dibatasi oleh aturan Bank Indonesia, dapat dilakukan oleh BMT atau
kpperasi syariah. Pada faktanya lembaga BMT dan Koperasi jasa keuangan syariah lah yang sangat berp'eran
pada peni'ngkatan pemahaman dan sosiallsasi tentang transaksi-transaksi berbasis syariah. Untuk itu menjadi ha!
yang sangat krusial seianjutnya adalah pengawasan, pemblnaan manajemen operasional dan penerapan dan
pengawasansyariah. - ' t

,• Corporate governance juga dlpandang sebagai bentuk pelaksanaan etika dan moral sebagaimana yang
diungkapkan oleh Aristoteles. Etika sering dikaitkan dengan moral. Dalam bahasa latin Yunani Etika berasai dari
kgiaAthikosyang diterjemahkan dengan "mores" yang berati kebiasaan. Aristoteles menyebutkan etika ini dalam
bukunya "EthiqueANicomaque" sebagai "mores" yang juga berartl kebiasaan. Kata moral ini mengacu pada' baik
dan buruknya manusia terkait deng'an tiridakan, sikap dan ucapannya. Etika bishis adalah aplikasi pemahaman
j<ita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang
disebut dengan bisnis. Etika bisnis berarrti bertumpu pada kesetiaan sikap etis dan komitmen moral untuk tidak
berbuat curang, merugikan orang lain, negara dan masyarakat, mengancam lingkungan serta kebudayaan yang
tdahada.

. . Pada tahun 1998, siaran pers Tranparansi Internasional, sebuah orgariisasi-Internasional anti korupsi
y,ang bermarkasdi Berlin, m'elaporkan, Indonesia merupakan negara kofup keenam terbesardi dunia setelah' lima
negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun
kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terl<orup
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keempat dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa
ha'rus menunduk malu (Hamid Awaludin, "Korupsi Semakin Ganas", Kompas, 16/08/2001). Pada tahun 2002,
hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan
Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, diikuti india dan Vietnam (Masduki, 2002).

Survei Nasionai Korupsi yang diiakukan oleh Partnership for Governance Reform melaporkan bahwa
hampir setengah (48 %) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi (Media
Indonesia, 19/11/2001). Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktik korupsi (uang). Beium lagi
terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara

,untuk kepentingan seiain itu. Maka hanya tinggal segeilntir kecii saja aparat birokrasi yang mempertahankan-
kesucian dirinya, di iingkungan yang demikian kotor. Dengan demikian, Ketetapan MPR Nomor Xi/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hahya manis di mulut tanpa political will yang
memadai. Praktek korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan saja terjadi pada dua-tiga dekade terakhir. Di era
pemerintahan Soekarno, misalnya, Bung Hatta sudah muiai berteriak bahwa korupsi adaiah budaya bangsa.
Bahkan pada tahun 1950-an, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah korupsi. Pada
era Soekarno itulah kita kenai bahwa salah satu departemen yang kotor, justru Departemen Agama dengan
skandai.kain kafan. Saat itu, kain untuk membungkus mayat (kain kaci), masih harusdiimpor. Perandepartemen
ini sangat dominan untuk urusan tersebut (Awaludin, 2001).

Korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya, sehingga hampir semua sisi kehidupan kenegaraan dan
kemasyarakatan terjangkiti korupsi sekalipun terjadi secara sembunyi-sembunyi. Muiai dari pembuatan KTP,
iMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan aset negara oieh BPPN, penggerogotan dana Buiog, bahkan
sampai tukang parkir dan.penjuai tiket kereta api-pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi. Korupsi yang
demikian subur ini, kemudian dijadikan argumentasi, bahwa korupsi adaiah budaya kita. Sehingga siiiit untuk
diubah, demikianiah kesimpulan sementara orang. Maka gerakan anti korupsi dipandang sebagai usaha yang
sia-sia. Urusan korupsi, hanya dapat kita serahkan pada "kebaikan hati" rakyat saja. Sebuah kesimpulan yang
dangkai dan tergesa-gesa. Buruknya kinerja birokrasi bukan saja menggerogoti uang negara. Birokrasi yang
biiruk juga akan menyebabkan peiayanan yang jeiek, sehingga menimbulkan high cost economy di semua lini
kehidupan.

Dengan demikian, dafi berbagai penjelasan tuiisan ini dapat ditarik kesimpuian tentang faktor
penghambat pelaksanaan Good Corporate Govemance (GOG) yang punya tujuan muiia itu, yakni: (a) budaya
korupsi pada iembaga dan perusahaan di indonesia, sehingga pelaksanaan GOG yang seharusnya merupakan
kewajiban menjadi sekadar formalitas belaka; (b) kebiasaan membuat pembukuan dan dokumentasi ganda
{doubie-book keeping) pada Iembaga pemerintah dan perusahaan bisnis; (c) masih kurangnya pemahaman
niasyarakat dan aparatur pemerintah mengenai CGG sehingga hanya menjadi slogan dan hanya menjadi
wacana belaka; (d) kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan CGG yang kurang; dan (e) penegakan dan
pelaksanaan aturan hukum yang beilujuan untuk mewujudkan CGG tidak tegas menyebutkan sanksi dan
pengawasan (supervisi) atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lemah atau mungkin tidak ada.

Di sisi lain, faktor pendukung peiaksanaan Good Corporate Governance (GCG), antara lain: (a)
Regulasi Bi dan peraturan hukum lainnya di Indonesia dan (b) akademisi dan praktisi ekonomi syariah yang
meiimpah baik di iembaga swasta maupun milik pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, GCG untuk bank syariah
harus diiaksanakan dengan sistem pengawasan yang meyakinkan dan terbuka untuk dievaiuasi, sehingga akan
menguntungkan s/iare/io/c/erdan sfake/io/c/eryang iuas.
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Penutup

•perkembangan bank syariah diakui oleh semua pihak berkembang di seluruh dunia dengan sarjgat
pesat, namun bank syariah menibutuhkan penerapan" Good Corporate Governance (GCG) untuk menjamin
efisiensinya. Sistem moral syariah tercermin secara tepat dalam sistem moral yarig telah disistematisasikan
-dalam prinsip-prinsip GCG. Sehingga meskipun konsep GCG sebagai konsep moral untuk lembaga itu ber^sal
dari Barat tapi konsep itu sangat sesuai dengan Islam dan berslfat universal. Namun deraikian, penerapan GCG
pada bank syariah mendapatkan hambatan serius, yaitu: (1) budaya korupsi pada lembaga dan perusahaan di
Indonesia; (2) kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai CGG sehingga hanya
menjadi slogan dan hanya menjadi wacana belaka; (3) rendahnya kualitas sumber daya manusia u^tuk
mewujudkan misi GCG; dan (4) penegakan dan pelaksanaan aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan
CGG tidak tegas" menyebutkan sanksi dan karena pengawasan (supervisi) atas pelaksanaan peratiiran
perundang-undanganyanglemahataufnuhgklntidakada.
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